Menimbang

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBEI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR © TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

BUPATI BUNGO,

bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan,
partisipatif, akuntabel, serta bebas dann hambatan
administratif dan biaya ekonomi tinpgi dilaksanakan
dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan
kepastian  waktu, persyaratan dan prosedur yang
terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;

bahwa untuk menvelenggarakan usaha diperlukan
dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian
berusaha dan  upaya pengendalian  pelaksanaan
kegiatan berusaha schinpgega memberikan kemudahan
dan penvederhanaan perizinan berusaha vang dapat
meningkatkan  perckonomian dan  kesejahteraan
masyarakat;

bahwa dalam ranpka menjamin kepastian hukum dan
kepastian  bagi  pelaku usaha dalam  melakukan
kegiatan usaha serta landasan untuk pengendalian
pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan
mengenai perizinan berusaha;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huraf b dan hurafl ¢, perla
menetapkan Peraturan Dacrah tentang

Penvelenggaraan Perizinan Berusahs,



Mengingat

1.

[JI.

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1l Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27535,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indenesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan [lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801},
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenlang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan.....3
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3601};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 lentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang
Penvelengparaan  Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indaonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentulkan Produle
Hukum  Dacrah (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 20135 Nomor 2063)
sebagaimana  lelah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negerni Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Bernita
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO)

Menectapkan

dan
BUPATI] BUNGO

MEMUTLISKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA.



BAEB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

i |

10.

Daerah adalah Kabupaten Bungo.
Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  vang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Bungo.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan  urusan  pomerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sclanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan terpadu satu pinta.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnyva  disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah wang
mempunyal tugas dan fungsi menyvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang penanaman modal vang menjadi kewenangan daerah,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
vang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkal
Daerah yang mempunval tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan i bidang penanaman modal yang menjadi Kewenangan
dacrah
Bistemn Pericingan Berusabha Terintegrasi Sccara Elckironik atau  Oniloe
Single Submission yvang selanjutnya disebut Sistem 033 adalah sistem
elektronik terintegrasi vang dikelola dan diselenggarakan cleh Lembaga
035 untuk penvelenggaraan perizinan berusaha berbasis nisiko,
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 088 yang selanjutnya disebul
sehagal  Lembaga  OS8 adalah lembaga  pemerintah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di bidang koordinasi
penanaman maodal.
Perizinan Berusaha adalah legalitas vang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulal dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

11. Penyelenggaraan.....3
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Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan
Perizinan Berusaha vang proses pengelolaannya secara elektronik mulai
dan tahap permohonan sampal dengan terbitnya dokumen yang
dilakukan secara terpadu dalam satu pntu,

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya
atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkal Risiko kegiatan usaha,

Nomor Ilnduk Berusaha vaneg selanjuilnya disingkat NIB adalah bukd
registrasy) pendaftaran Pelalou Usaha untuk melakukan kegiatan usaha
dan scbagai identitas bagl Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegatan
usahanya.

sertifikat  Standar adalabh  pernyvataan dan/atau bukti pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan usaha,

Izin adalah persctujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Kabupaten untuk pelaksanaan kegintan usaha vang wajib dipenuhi oleh
pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pelakn Usaha adalah orang perseorangan atau padan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pengawasan adalah upayva untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
usaha sesual dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang
dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewapban yang
hamis dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk
meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik
dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan beruseha
scsual dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
Pelaporan adalah dokumcn VAL disampaikan sebagai
pertanggungjawaban  atas pelaksanaan (ugas pada  periode waktu
tertentu,

Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat,

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini meliputi:

a. Kewenangan.....6
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4. Rewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;

¢. Koordinasi Perizinan Berusaha;

d. Pelaporan dan Penyelesaian Keberatan Perizinan Berusaha,

e. Penyelesaian Hambatan dan Permasalahan Penizinan Berusaha;
f. Partisipasi Masyarakat; dan

g. Pendanaan.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

Partisipasi; dan
Akuntahilitas.

a. Tanggung.Jawab Pemerintahan;

b. Kemudahan, Kecermatan, dan Ketcpatan;
¢, Keterbukaan Akses Informasi;

d. Kepastian;

e. Berkelanjutan,

f. Transparansi;

g

h.

BAB 11
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan penvelenggaraan Perizinan Berusaha
sesual  dengan kewcnangannya  berdasarkan  ketentuan  peraluran

perundang-undangan.
Pasal 5

(1} Bupati mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha kepada kepala DPMPTSP.

[2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipati;

a. penyelenggaraan.....7



a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewcenangan
Pemerintah Daerah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. penvelenggarsan Perizinan Berusaha vang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat vang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan

asas tugas pembantuan.

BAB 1N
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
Bagan Kesatu

Limum

Pasal &

(1} Penvelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan
ckosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(2} Peningkatan ckosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagmimana
dimaksud pada avat [1) meliputi:
4, perizinan berusaha berbasis risiko;
k. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi,

Pasal ¥

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2] huruf a dilakukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha berisiko rendah;

b. Kegiatan usaha berisiko menengah; dan

c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Paszal 8

{1} Kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a berupa NIB yang diberikan melalui Sistem (S8S.

(2) NIB schbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas
Pelaku Usaha sckaligus legalitas  untuk melaksanakan
kegiatan usahanya.

Pasal 9

(1) Kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Puasal

7 huruf b mehiputi:
a. kegiatan.....B



(2]

(4)

{3)

(5

(1)

(<)

(3

B -

a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan

b. kegiatan usaha berisiko menengah Linggl.

Kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa pembenan:

a. NIB; dan

b, sertifikat standar.

Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hurul b
merupakan pernyataan Pelaku Ussha untuk memenuhi standar usaha
dalam melakukan kegiatan usaha vang diberikan melalui Sistemn OSS
dan merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usahanys.
Kegialan usaha berisiko menengah tinggl schbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa pemberian:

a. NIB; dan

b, sertifikat standar.

Sertifikat standar sebagaimana vang dimaksud pada ayat (4) huruf b
merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan wusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi
pememihan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huraf a den Sertifikat standar
schagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Perizinan
Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 10

Kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ berupa pemberian:

a. NIB; dan

b. izin,

Izin scbagaimana dimaksud pada awyat (1) hurul b merupakan
persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
vang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanaskan kegiatan
usabhanys.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko finggl memerlukan pemenuhan
standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan
sertifikat standar usaha dan sertifikar standar produk berdasarkan hasil
verifikasi pemenuhan standar.

Paszal 11

Verifikasi pemenuhan standar schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(51

dan Pasal 10 ayat [3) dilakukan oleh Pemerintah Dacrah dan dapat

menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 12.....9
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(2

(3

Pasal 12

Persvaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

a. kesecsuaian kepiatan pemanfaatan ruang;

b. persetujuan lingkungan; dan

c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat
(2) huruf ¢ vang disclenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:

a. perikanan;

b. pertanian;

c. lingkungan hdup;

d. perindustrian

e, perdagangan;

[. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

g. transportasi,

h. kesehatan, obat dan makanan;

i. pendidikan dan kebudayaan;

i. pariwisata; dan

k. ketenagakerjaan,

Dalam hal meningkatkan ckosistern investasi dan kegiatan berusaha
sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pelaku usaha
diberikan kemudahan persysratan investasi dan perizinan berusaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

penvelenggaraan Perizinan Berusahs Berbasis Risiko.

Pasal 13

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persvaratan dasar Perizinan Berusaha,

dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persvaratan investasi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenal  penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

peraturan perundong-undangan di bidang tata ruang, hnghungan buadag,

dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 14

(1) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP,
(2] Dalam melaksanakan FPelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) DPMFTSP wajib menerapkan Manajemen
Penyelenpggaraan Perizinan Berusaha.
(3) Managemen... .. 10
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(3} Manajemen  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  scbagaimana
dimaksud pada ayat (2} meliputi:

a, pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

e. pengelolaan informasi;
d. penvuluhan kepada masvarakat;

¢. pelavanan Konsultasi; dan

. pendampingan hukum.
{4] Penyelenggara pada DPMPTSP yang tidak menerapkan Manajemen
Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada avat
(2} diberikan sanksi adminitratif.
{5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4] berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis; dan
¢. pencabutan pendelegasian scbagian kewenangan Perizinan Berusaha,
6} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5] diatur dengan Peraturan Buparti.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pelavanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat [3)
huruf a menggunakan Sistem 088 terhitung sejak Sistemn OS5 berlaku
efektil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenal penyelengegaraan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko.

i2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkap
dengan layvanan khusus bagl kelompok rentan, lanjul usia, dan
penyvandang disabilitas.

(3) Pelayanan Sistem O35S dilakukan secara mandin oleh Pelaku Usaha.

(4) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat ([3)
dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau vang disediakan oleh
DPMPTEP.

(5} Dalam hal pelayanan Sistem 033 belum dapat dilaksanakan secara
mandiri, DPMPTSP melakukan:

a. pelavanan berbantuan, dan/atau

b. pelayanan bergerak.
(6) Pelavanan berbantuan sebapaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

(7} Pelayanan.....11
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(2]

()

(4

(3

(1)

(2]

e & .

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayal (5) huruf b
dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada
Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transporiasi atau sarana
lainnya.

Pasal 16

Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 avat {3) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak
diskriminatif, dan tidak dipungut haya.

Pengelolaan pengaduan masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat
(1] dilaksanakan dengan tahapan:

. menerima dan memberikan tanda terima;

b. memeriksa kelengkapan dokumen;

e, mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian,
d. menelaah dan menanggapi;

&, menatausahakan;

f. melaporkan hasil; dan

g. memantau dan mengevaluasi.

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan  masvarakat  sebagaimana
dimaksud pada aval (1) terintegrasi dengan perangkat daerah melalu
Sistem O35,

DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan
masyvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus mudah
diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan
penggunaan teknologl informasi dan komunikasi.

Pasal 17
Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat [3)
huruf ¢, dilakukan sccara terbuka dan mudah diakses oleh masvarakat.
Pelaksanaan pengelolasn informasi sebagaimana dimaksud pada aval
(1), paling sedikit:
a. menerima permintaan layanan informasi; dan

b, menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan
Berusaha.

{3] Penyediaan.....12
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(7)

11

(2}

(3)
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Penvediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada avat
(2] huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam
Sistem (SS.

Selain pelavanan informasi sebagsmimana dimaksud pada ayat (3],
Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi
lainnya, paling sedikit memual:

a. profil kelembagaan perangkat daerah;
b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
e, penilaian kinerja PTSP.

Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalul media elektronik dan media cetak.

Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut
biayva.

Pelaksanaan pemberian informasi  dilaksanakan sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
avat (3} huruf d, meliputi:

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap
pelayanan Perizinan Berusaha;

b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masvarakat;
¢. perayaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha,
d. walktu dan tempat pelavanan; dan

e, Ungkat risiko kegiatan usaha.
Penvelengegaraan penvuluhan kepada masyarakat dilakukan melalu:
a. media elektronilk;

k. media cetak; dan/atan

£, pertemuan.

Pelaksanaan penyuluhan scbhagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat
(2] dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat dacrah
teknis secara periodik.

Pasal 19.....13
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Pasal 16

Pelayanan konsultasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
huruf e, paling sechlat:

a. konsultasi lcknis jenis layanan Perimnan Berusahal
b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan

c. pendampingan teknis.
Pelavanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
ruang konsultasi vang disediakan dan/atau darnng.

Lavanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat dacrah teknis secara
interaktif.

Pasal 20

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3]
huruf [ dilakukan dalam hal lerdapat permasalahan hukum dalam
proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DFMPTSP.

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1 dilakukan
oleh perangkat dacrah yang membidangl hukum.

Pasal 21

Pclaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dipungut biaya.

Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi  daerah
sebhagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 22

Penvelenpgaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkap:
dengan sarana dan prasarana sesual standar pelayanan.

Sarana dan prasarana sebagamimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit:
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. kantor depan;

b kantor belakang;

o ruang pendukung; dan

d. alat/fasilitas pendukung,

Sarana dan prasarana untuk penyvelenggaraan pelayanan secara
elektronik, paling sedikit;

a. koneksi internet;

b. pusat data dan scrver aplikasi;

telepon pintar; dan

0

d. sistemn keamanan teknologl informasi dan komunikasi.

Pusatl data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempal
Sumber Daya Manusia Aparatar
Pasal 2.3

Fenyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung
oleh Aparatur Sipil Negara vang merupakan pelaksana tugas dan fungsi
pelavanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional
untuk mendukung kinerja DEFMPTSP,

Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP scbagaimana
dimaksud pada avat (1) memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawalan.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayatl (4]
dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh Pemerintah
Daerah dan/atau kementerian lembaga pemerintah nonkementerian,

Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP dapat dimutasi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah  mendapatkan
rekomendasi dari kepala DPMPTSP,

Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses vang lebih
luas kepada masyarakat, DFMFTSP dapat mendayagunakan Aparalur
Sipil Negara di kecamatan atau Kelurahan / Dusun.



Pasal 24

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Dacrah, Bupali dapat memberikan tambahan penghasilan
pegawal kepada Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSFP sesuan dengan
kemampuan  keuangan daerah dan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kenja
Pasal 25

1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan
Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan dan Kelurahan/Dusun,

(2] Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada gyal (1) dilakukan secara
fungsional dan koordinatif, yang meliputi:

a. pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan:
b. verifikasi perizinan berusaha;

¢, monitoring dan  evaluasi  dalam  rangka pengawasan perizinan
berusaha;

d. fasilitasi penyelesaion permasalahan perizinan berusaha;
e, sinergi program dan kegiatan perizinan berusaha; dan

f. pemberian dukungan perizinan berusaha di wilayah kecamatan dan
kelurahan,/dusun.

BAB IV
KOORDINAST PERIZINAN BERUSAHA

Fasal 26

(1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPMPTSP duapat melakukan
koordinasi.

(2] Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha scbhagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkenaan dengamn;
a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman maodal;

pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;

kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;

dampak ingkungan hidup;

dampak tata ruang;

g 0o

[, dampak.....16
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f. dampalk lintas kabupaten /Kota; dan/atau

g. keuangan dan teknologi.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
. Badan Koordinasi Penanaman Modal,

b. Pemerintah Provins:; dan

c. Perangkat Daerah terkait,

Penyelenggaraan  koordinasi scbapgaimana dimaksud pada ayat (1]
diselenggarakan melalui:

a. rapat koordinasi;

b. kumjungan lapangan; dan/atau

¢. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.

Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara rutin atau insidental.

BAEBV

PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 27

Rupati menyampaikan laporan Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah kepada Guhernur.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedilat memuat:

a. jumlah perizinan vang diterbitkan;

h. rencana dan realisasi investasi; dan

¢. kendala dan solusi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dilakukan secara berkala
setiap 3 [tga) bulan.

| aparan sshagaimana dimalksid pada ayat (1) digunakan sebagal bahan
evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang
dilakukan oleh Gubernur.

Baman Kedus
Penyelesaian Keberatan
Pasal 28
Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan

dengan:

a. substansi..... 17
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a. substansi; dan

b. prosedur,

Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural a

berkenaan dengan:

a. pembiavaan,

b. waktu;

¢. kualitas pelayanan; danfatau

d. kualitas aparatur pemernintahan

Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. penyiapan bukti;

b. disampaikan kepada DPMPTSP danj/atau instansi pemerintahan
terkait;

c. melakukan penerimaan, pemeriksaan  dan penilalan  terhadap
lkkeberatan: dan

d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 29

Peniyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas,

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayval (1), dengan

tahapan paling sedikil meliputi;

a. menerima pengaduan atas laysnan Perizinan Berusaha, memeriksa
kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, don memberikan
tanda terima kepada pengadu;

b, menclaah, mengklasifikasi, dan memprionitaskan penyelesalan
pengaduan;

G, IDETTIPTOSEeS [Jt:Tl_"p't:]t.':ii-]'ij-lI"] :-jtrliup pn.—'::':gadu.:m dalam hal substansi
pengaduan terkait langsung dengan layvanan Perizinan Berusaha;

d. dalam hal substansi pengaduan tdak menjadi kewenangan
DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada Perangkal Daerah rerkair;

c. menvampoikan mformes don/atou tanggopon Kepado pengoduo
dan/atau pihak terkait;

[. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan;
dan

g pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.

{3} DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait wajib menyelesalkan

keberatan scbagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(4} DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait yang tidak menyelesaikan

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi
adminitratil.

(2) Banksi..... 18
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Sanksi sebagaimana dimaksud pada avat (4] berupa:

a. teguran lisan: dan/atau

b. teguran tertulis.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara  pelaksanaan  sanksi

sehagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELESATAN HAMBATAN DAN PERMASALAHAN
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 30

Penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan
perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk
penyclesaian hambatan dan permasalahan, Bupatli berwenang untuk
menetapkan  keputusan dan/atau  melakukan tindakan  yang
diperlukan dalam ranghka penyelesaian hambetan dan
permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas  umum

pemerintahan vang bak.

Pasal 31

Dalarm hal terdapat laporan dan/atan penpadusn dan masvarakat
mengenal  penyimpangan  atau penvalahgunaan  wewenang  dalam
penyelenggarsan Perizinan Berusaha, penvelesaian dilakukan dengan
mendahulukan proses administrasi scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang administras: pemerintahan,
Terhadap laporan dan/fatau pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Dacrah yang
membidangi pengawasan Pemerintahan Daerah untuk melakukan
pemeriksaan /audit dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-berupa
a. kesalahan administrasi vang tidak menimbulkan kerugian negara;
b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
c. tindak pidana vang bukan bergifat administratif.
Dalam hal hasil pemeriksaan terjadi kesalahan administrasi yang hdak
menimbulkan kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada avat (3)
huruf a, penvelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrast
paling lambat 10 (scpuluh) hari terhilung sejak hasil pemeriksaan
disampaikan,

(3) Dalam.....1%
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(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terjadi  kesalahan administrasi
menimbulkan kerugian Negara scbagaimana dimaksud pada ayat [3)
hurufl b, penyelecsalan dilakukan melalui penyempurnaan adminisirasi
dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 [sepuluh) harn
terhitung sejak hasil pemeriksaan disampaikan,

(6] Dalam hal hasil pemeriksaan terjadi tndak pidana yang bukan hersifat
administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul ¢, Bupat
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima} hari terhitung sejak hasil
pemeriksaan disampaikan, menyampaikan kepada aparat penepak
hukum wuntuk ditindaklanjuti sesuai dengsn  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V11
PARTISIPAS] MASYARAKAT
Pasal 32

{1] Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggarasn Perizinan
Berusaha.
(2} Poran setta masyarakat schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyampaikan saran dan masukan;
. memberikan bantuan teknis;
melakukan peningkatan kapasitas;
. penyebarluasan informasi;
pengembangan teknologi informasi;
banluan keuangan vang sah dan tidak mengikat; dan/atau

oo I o R - T+ > 2

melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAaB VIl
FENDAMAAM
Pa=zal 33

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah dan/ateu sumber lain vang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



i

BARB IX
KEETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Ketentuan pelaksanaan Periminan Berusaha wvang diatur dalam
Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha vang Perizinan
Berusahanya telah disctujui dan berlaku efektif scbelum Peraturan
Daerah ini berlaku termasuk persyvaratan vang telah dipenuhi.

{2) Dalam hal Pelaku Usaha wang telah berakhir masa perizinannya,
perpanjangan perizinan mengikuti ketentuan dalam peraturan daerah

1101,

BARE X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 PR 070

SUPATI BUNGO,

&

H. MASHURI

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2§ (etem b 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR §

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR S -7 ;’ Gos



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHLUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

A. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja vang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu untuk
menvelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal
maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien,
2, menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat
maupun di daerah untuk menunjang ikhim investasi;
3. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan
efelztif;

mampu memiuiis rantai birokrasi yang berbelit-belit;

5. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkail karena
telah dianir dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;

f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukurm bam
para pengambil kebijakan,

BE. Berkenaan dengan tujusn memangkas pengurusan Perizinan Berusaha,
khususnya di Daerah, diperlukan adanva penvesuaian dan perubahan
peraturan perundang-undanpan yung dapal menunjang pengaturan
perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan
Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prisip keadilan,
kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,
penpuatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang
adil.

C. Kabupaten Bunpgo sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah
vang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yvang menjadi dasar
dan rujukan bagi Kegitan usaha dan penanamsasEn mods] veng Telils
berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun
demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagl peningkatan
kesejahteraan warga Kabupaten Bungo, penyediaan lapangan kerja vang

*



layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi
yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua
diluleulan dalam upaya untuk meningkatkan ckosistem investasi yang
sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegatan usaha  yang
kondusif, schat, kompetitif, dan sah.

. Adapun vang diatur dalam Peraturan Dacrah ini meliputi scktor dan
jenis  usaha wvang diselenggarakan di Kabupaten Bungo yang
memerlukan Perizinan Berusaha. Lingkup Perizinan Berusgha ini
meliputi; a Perizinan berbasis tisiko rendah; b, Perizinan Berusaha
berbasis risiko menengah; dan o, Perizinan Berusaha berbasisi risiko

tingm.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Culuap jelas.
Pasal 2

Culoup jelas:
Pasal 3

Yang dimaksud dengan prinsip “tanggung jawab pemerintahan®
adalah:

Pemerintah Kabupaten Bungo menjamin bahwa penvelenggaraan
Perizinan Berusaha akan ditujukan bagi kesejahteraan Warga
Kabupaten Bungo;

Pemerintah Kabupaten Bungo menjamin bahwa penyelenggaraan
Perizinan Berusaha  ditujukan untuk memudahkan,
melancarkan, menyederhanakan, dan memastikan pelayanan
perizinan;

Pemerintah Kabupaten Bungo mencegah terjadinva pelanggaran,
dan menvelesaikan permasalahan, keberalan, senghketa perizinan
dengan cepat, tepat, proposional, tuntas,dan adil,

Yang dimaksud dengan “pringip kemudahan, kecermatan, dan
ketepatan® adalah:

Upaya pelavanan perizinan yang mudah dan dapat diakses,
namun tetap didasarkan kepada upava kehati-hatian dan
ketepatan dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan, sehinggs



meminimalkan kesalahan dan kekeliruan yang dapat merugikan
semua pihak.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan akses informasi”
adalal:
Bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo wajib memiliki dan
menyediakan informasi vang lengkap, jelas, dan mutakhir yang
dapat dan terbuka untuk diakses dan diperoleh dengan mudah
oleh masyarakat,

Yang dimaksud dengan "prinsip kepastian® adalah:

Bahwa semua prosedur dan dokumen baik administratif, yuridis,
maupun teknis memliki kepastian yang tingg. Termasuk
kepastian persyaratan  vang  berkaitan dengan  waktu
penpgurusan, biaya, dan hal-hal manajerial lainnya.

Yang dimasud dengan “prinsip berkelanjutan® adalah:

Upaya sadar dan terencana yvang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, den ekonomi ke dalam penyelenggaraan Perizinan
Berusaha untuk menjaga keselamatan dan mutu hidup generasi
kini dan generasi masa depan,

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi® adalah:
Keadasn pemerintahan vang terbuka, sehingga dapal diawasi dan
dipantau oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipasi” adalah:

Keterlibatan masvarakal secara sukarela dalam pembuatan
keputusan baik secara langsung maupun fidak langsung vang
dapat menyalurkan aspirasinya.

Yang dimalksud dengan "prinsip akuntabilitas® adalah:

Segala hal wyang dilakukandalam penyelenggaraan Perizinan
Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara
administratif, teknis, maupun yuridis.

Pasal 4

Culup jelas.



Pasgal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2]

Pasal &

Kewenangan Pemerintah Daerah  dalam penyelenggaraan
Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Avat (1)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan ekosistem investasi®
adalah membentuk lingkungan secara utuh menyeluruh,
melibatkan  selurub  faktor-faktor vang diperlukan dalam
melakukan kegiatan usaha atau  inveslasi, baik pelaku,
pendukung, sarana, prasans, stakeholder terkail, pemerintah
hingga masyarakat untuk menciptakan EODE (Easy Of Doing
Business).

Ayat (2)

FPasal 7

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Paszal 8

Culoup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

' Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.




Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas,
Pasal 17

Culup jelas,
Pazal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Culup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Culup jelas.
Pasal 22

Aval (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi :

a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohal,
refribusi lin Trayek; dan

retribusi Izin Usaha Perikanan.

ot flk



Avat (3)
Culup jelas.

Pasal 23
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan,
loket penyerahan, loket pembayaran, mang/tempat
layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan
ruang layanan konsultas.

Huruf s

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan
ruang pemroscsan.

Huruf ¢

Buang pendukung paling sedikit terdin alas ruang manggu,
ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manuls,
ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat
parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdin atas scragam
pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat
komputer, printer, alat pemindal (scanner), mesin antrian,
alat pengukur kepuasan lavanan, kotak pengaduan, mesin
fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs
wely, surat elektronik, alat penyedia dayva lisink atlau
uninterruptible power supply, alat pemadam kebakaran,
pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk
arah lokasi.

Ayat (3]

Cukup jelas.



Ayat (4]

Pasal 24

Eulv:uP jelas.

Cukup jelas.

Fasal 25

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada

apa

ratur sipil negara’ adalah tambahan penghasilan pegawai

berdasarkan beban kerja dan targel investasi yang diberikan kepada

apa

ratur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesalkan

tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal pengelolaan
keuangan dacrah.

Pasal 26

Avat (1)

Cukup jclas.

Ayat (2)

Pasal 27

Hubungan kerjn sceara fungsional dan  koordinatif  adalah
sinergitss hubungan kerja antara DPMPTSP dengan perangkat
daerah sesuai dengan kewenangan, (ugas, dan fongsinya
masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam
rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Culkup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR



